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ABSTRAK

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Lambo Di Kabupaten
Nagekeo Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Disusun
Oleh: Finsensius Jo, Nim: 2017110485

Pelaksananaan Pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Lambo berdasarkan
Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum meliputi  inventarisasi dan identifikasi
penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penilai ganti rugi, musyawarah
penetapan ganti rugi, pemberian ganti rugi dan pelepasan tanah instansi. Masyarakat Rendu
Butowe sebagai lokasi rencana pembangunan Waduk Lambo menolak lokasi pembangunan
tersebut di lahan pertanian miliknya. Rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimanakah
pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo
ditinjau dari Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?. (2) Apakah yang menjadi
hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo?.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum berkaitan dengan pembangunan Waduk Lambo di
Kabupaten Nagekeo ditinjau dari Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan untuk
mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, sedangkan pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data
wawancara (interview) dan pengamatan (observasi). Serta analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk
pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo belum sesuai Pasal 27 Ayat 2
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum. Dimana dalam proses pelaksanaan inventarisasi dan
identifikasi, penilai ganti rugi, musyawarah penetapan ganti rugi, pemberian ganti rugi dan
pelepasan tanah instansi, panitia tidak melibatkan sebagian masyarakat sebagai pemilik
tanah. Sehingga dalam proses pelaksanaannya ditemukan hambatan antara lain: tidak
adanya keterlibatan pemilik lahan dalam pengukuran, masyarakat tidak mengijinkan
tanahnya untuk diukur, penghitungan nilai tanah, tanaman dan bangunan belum sesuai,
masih ada pemilik lahan yang belum menerima ganti rugi dan masih ada bidang tanah yang
belum dibebaskan untuk pembangunan Waduk Lambo.

Kesimpulan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk
Lambo dalam penerapannya belum dilaksanakan dengan baik dimana masih ditemukan
permasalahan antara warga yang masih saling mengklaim soal kepemilikan lahan, dan
proses musyawarah penetapan ganti rugi panitia pengadaan tanah untuk pembangunan
Waduk Lambo tidak melibatkan semua pemilik lahan yang terkena dampak.

Kata kunci : pengadaan tanah, kepentingan umum, dan Waduk Lambo.



ABSTRACT

The Implementation of Land Acquisition for the Development of the Lambo
Reservoir in Nagekeo Regency in View of Article 27 Paragraph 2 of Law Number 2
of 2012 Concerning Land Acquisition for Development of Public Interests Compiled

by: Finsensius Jo, Nim: 2017110485

The implementation of land acquisition for the construction of the Lambo
Reservoir is based on Article 27 paragraph 2 of Law Number 2 of 2012 concerning Land
Procurement for Development in the Public Interest, including inventory and identification
of control over ownership, use and utilization of land, compensation assessment,
deliberations on determining compensation, awarding compensation loss and release of
agency land. The people of Rendu Butowe, as the location for the Lambo Reservoir
development plan, reject the location of the construction on their agricultural land. The
formulation of the problem is: (1) How is the implementation of land acquisition for the
construction of the Lambo Reservoir in Nagekeo Regency in terms of Article 27 paragraph
2 of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public
Interest? (2) What are the obstacles in implementing land acquisition for development for
the public interest of the Lambo Reservoir in Nagekeo Regency?

The purpose of this study is to find out the implementation of land acquisition for
development in the public interest related to the construction of the Lambo Reservoir in
Nagekeo Regency in terms of Article 27 Paragraph 2 of Law Number 2 of 2012 concerning
Land Acquisition for Development for the Public Interest and to find out the obstacles in
implementing the procurement land for development for the public interest of Lambo
Reservoir in Nagekeo District.

This type of research is an empirical research type, while the approach used is a
sociological juridical approach. Interview and observation data collection techniques. As
well as qualitative descriptive analysis.

The results of the research show that the implementation of land acquisition for the
construction of the Lambo Reservoir in Nagekeo Regency has not complied with Article
27 Paragraph 2 of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development
in the Public Interest. Where in the process of carrying out inventory and identification,
assessing compensation, deliberations on determining compensation, awarding
compensation and releasing agency land, the committee did not involve some of the
community as landowners. So that in the process of implementation, obstacles were found,
including: no involvement of landowners in measuring, the community did not allow their
land to be measured, the calculation of land, plant and building values was not appropriate,
there were still landowners who had not received compensation and there were still plots
of land that had not been released for the construction of the Lambo Reservoir.

The conclusion in the implementation of land acquisition for the construction of
the Lambo Reservoir has not been implemented properly where problems are still found
between residents who still claim each other regarding land ownership, and the deliberation
process for determining compensation for the land acquisition committee for the
construction of the Lambo Reservoir does not involve all affected landowners .

Keywords: land acquisition, public interest, and Lambo Reservoir.
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